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ABSTRAK 

Etrawita (2008/00392) Pengaruh Peran pengelola Keuangan Daerah dan  

Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat. Skripsi. Universitas 

Negeri Padang. 2012 

 

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, S.E, M.sc, Ak 

 

Pembimbing II: Charoline Cheisviyanny, S.E, M.Ak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh peran pengelola 

keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, dan 2) pengaruh auditor 

intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada DPKAD kabupaten dan kota di 

Provinsi Sumatra Barat. 

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  

(DPKAD) pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode total sampling. 

Responden dalam penelitian ini sebanyak 76 responden. Data dikumpulkan 

dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan 

Statistical Package For Social Science (SPSS).  

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) peran pengelola keuangan daerah 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan thitung > 

ttabel yaitu 2,737 > 1,6741 (sig 0,008 < α 0,05) yang berarti H1 diterima, dan 2)  

auditor intern tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah 

daerah dengan thitung < ttabel  yaitu 0,963 < 16741, (sig 0,340 > α 0,05) yang berarti 

H2 ditolak.  

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya 

melakukan pengkajian ulang mengenai peran pengelola keuangan daerah dan  

auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah agar kinerja pemerintah lebih 

dapat ditingkatkan. 2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan 

variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh 

kuat terhadap kinerja pemerintah daerah, dapat disertai dengan penelitian 

kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam 

pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era reformasi yang dimulai beberapa tahun yang lalu telah merambah 

hampir ke seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Sejak diberlakukannya UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan 

bertanggung jawab yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. 

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 

melahirkan paradigma baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang 

sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. 

Adanya reformasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap 

manajemen keuangan daerah. Perubahan terhadap manajemen keuangan 

daerah, setidaknya memiliki dua alasan, yaitu: 1) Pelimpahan berbagai 

wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen 

keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan 

pemerintahan yang baik (Good Governance) memerlukan adanya perubahan 

paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap 

penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.  

Pelimpahan wewenang tersebut menyangkut perencanaan, pendanaan, 

dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat 

aparat di daerah, bahkan sampai ke hirarki yang lebih rendah. Hal ini 
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berakibat pada fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh para pejabat di 

daerah Widodo dalam (Rohman, 2007).  

Perubahan aspek reformasi yang paling dominan adalah pada aspek 

pemerintahan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut 

agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan 

mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, 

dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan 

berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan 

tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap 

pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas 

kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja 

instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat 

sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode.  

Selain itu, tuntutan atas perubahan organisasi publik baik secara individu 

ataupun anggota kelompok sangat diharapkan, perubahan ini sering ditujukan 

kepada  pemerintah daerah menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada 

organisasi. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan 

prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja 

suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi, dan perencanaan masa depan. 

Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan 

dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan secara efektif dan 



3 

 

 

 

efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya dengan 

menggunakan informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial.  

Menurut Gaspers (2000) penilaian kinerja pemerintah secara 

komprehensif dapat menggunakan sistem pengukuran kinerja Balance Score 

Card (BSC). Penulis tertarik menggunakan BSC karena alat ukur ini memiliki 

keunggulan . Keunggulan BSC adalah lebih komprehensif dengan alat ukur 

lain, alat ukur ini mempunyai empat perspektif yang saling berkaitan, yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Balance Score Card tidak hanya 

mengukur aspek finansial tetapi juga aspek non finansial. 

Perspektif keuangan merupakan kemampuan pemerintah dalam mengatur 

dan mengalokasikan keuangan publik yang dibelanjakan dengan ekonomis, 

efektif dan efisien. Perspektif pelanggan merupakan kemampuan instansi 

pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga meningkatkan kepuasan bagi masyarakat. Perspektif proses intenal 

dapat dilihat dengan bagaimana hubungan atasan dengan bawahan dalam 

membuat keputusan dan kebijakan. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

merupakan pengembangan infrastruktur yang mencakup sumber daya 

manusia, sistem dan prosedur.  

Pendekatan BSC memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk 

menerjemahkan visi dan strategi ke dalam seperangkat ukuran yang 

menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem 
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manajemen strategis ke dalam seperangkat ukuran yang terpadu dan 

berorientasi pada panduan strategis ke depan ( Kaplan & Norton, 2000). 

Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik instansi 

pemerintah dan untuk menilai kinerja perlu dilakukan pengelolaan keuangan 

daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah (Halim, 2006). Dalam perkembangannya, era 

reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma 

pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah 

daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau 

urusan. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan 

dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga 

harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang 

dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam 

pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah 

(Inspektorat) maupun pemeriksa eksternal (BPK).  

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 

melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan 

publik (public oriented) (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut merupakan tuntutan 

kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi 

informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan 

tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk 
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lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, 

tindakan, dan kinerja yang dihasilkan.  

 Pengelola keuangan daerah berfungsi untuk melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

daerah, (Halim, 2006). Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah, 

anggaran merupakan salah satu masalah penting, Kenis dalam Hermininggsih 

(2010) mengemukakan anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang 

diharap dan direncanakan dalam periode tertentu dimasa yang akan datang. 

Mardiasmo (2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat penting 

karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan 

dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Di sisi lain, untuk 

mewujudkan kinerja Pemda yang sesuai dengan value for money (economy, 

efficiency, effective), perlu peningkatan peran manajerial pimpinan daerah 

khususnya pengelola keuangan di lingkungan Pemda (Mardiasmo, 2002).  

Selain faktor peran pengelola keuangan daerah yang merupakan pihak 

yang yang bertanggungjawab membuat laporan tersebut, pihak pengawas yaitu 

auditor internal juga akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Peran 

dari seorang auditor intern pemerintah juga akan sangat berpengaruh karena 

sebagai pihak yang mengawasi mereka harus memastikan bahwa semuanya 

telah berjalan sesuai dengan prosedur sehingga  kualitas informasi bisa terjaga. 

Seperti dinyatakan dalam konversi nasional akuntansi 2009 pemaparan “ peran 

aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam pemberdayaan kapasitas 

pemerintahan oleh kepala bidang akuntansi negara yaitu bahwa peran kunci 
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dari auditor internal pemerintah untuk dapat memberikan keyakinan kepada 

eksekutif dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemerintah 

serta auditor eksternal dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan 

pemerintah. Jadi kualitas laporan yang dihasilkan juga akan tergantung dari 

peran auditor internal dalam melakukan pemeriksaan ataupun pengarahan 

dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan sebuah 

laporan dengan kualitas yang benar-benar memadai dan bermanfaat bagi para 

pengguna informasi tersebut.  

Sawyer’s (2005) mendefenisikan audit internal sebagai aktivitas 

pemberian keyakinan objektif yang independen dan aktivitas konsultasi yang 

dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi 

organisasi. Menurut IIA peran auditor internal meliputi: 1) Tujuan 

kewenangan dan tanggungjawab, 2) Memilih independensi dan objektivitas, 3) 

Keahlian dan kecermatan fungsional, 4) program jaminan dan peningkatan 

kualitas fungsi audit internal, 5) Pengelolaan fungsi audit internal, 6) Lingkup 

penugasan, 7) Pelaksanaan penugasan, 8) Komunikasi hasil penugasan, 9) 

Pemantauan tindak lanjut, 10) Resolusi penerimaan resiko dan manajemen. 

Untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan value for 

money (economy, efficiency, effective) perlu peningkatan fungsi aparat 

pemeriksa fungsional pemerintah di lingkungan pemerintah daerah 

(Mardiasmo, 2002). 

Pelaksanaan pemeriksa keuangan secara internal tentu tidak dapat 

mengelak dari keharusan  memperbandingkan antara yang seharusnya terjadi 
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dan sungguh-sungguh terjadi. Hal itu dilakukan baik dengan mengacu pada 

rencana, aturan-aturan, maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. 

Walaupun demikian kegiatan pengawasan bukan untuk mencari-cari 

kesalahan, melainkan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui penyebab 

terjadinya penyimpangan, sehingga dapat ditentukan tindakan-tindakan 

koreksi yang perlu dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan. 

Adapun pemeriksa keuangan secara internal yang dimaksud adalah inspektorat 

daerah. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah, inspektorat 

daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek 

fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapain visi, misi dan 

propgram-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang 

bertugas mrenjadi pengawas sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan 

program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Apabila suatu daerah diawasi dalam bekerja, maka mereka akan bekerja sesuai 

dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, hal ini dapat meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah. 

Berdasarkan penjelasan ini jelas dan nyata bahwa inspektorat daerah 

sebagai pengawas daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai 

katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan darah dalam 

rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.  Inspektorat daerah dibutuhkan 

oleh kepala daerah untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan 

dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, kesuksesan pembangunan, 

pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya.  Tujuan utama dari pengawasan 
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tidak hanya melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan 

untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih 

baik guna meningkatkan kinerja. 

Berdasarkan Laporan Hasil Badan Pemeriksaan Keuangan Republik 

Indonesia (LHP BPK RI) pada tahun 2011, BPK menemukan bahwa  

pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov 

Sumbar) masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu 

adanya kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang pada 20 SKPD, 

yakni sebesar Rp 48,1 miliar, namun realisasi belanja modal tersebut sebesar  

Rp 42,1 miliar. Kemudian ada pengangaran belanja barang untuk pemba-

ngunan kantor penghubung, senilai Rp 25,8 miliar, namun penganggarannya 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan 

penyajian konstruksi dana pengerjaan gedung kantor penghubung sebesar Rp 

26,6 miliar, dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan 

pembayaran sebesar Rp 6,3 miliar. Selain itu ada penyajian nilai aset tanah 

sebesar Rp 27,8 miliar, hal tersebut juga dinilai tidak wajar dan tidak 

konsisten dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). BPK RI juga 

menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Seperti penggunaan langsung atas penerimaan 

retribusi daerah pada beberapa SKPD sebesar Rp 2,2 miliar. Temuan yang lain 

juga ada pada pelembagaan dana bergulir yang dikelola, tapi mengalami kredit 

macet. Nilainya mencapai Rp 8,4 miliar, dan jumlah tersebut tidak dapat 

diyakini kewajarannya sebesar Rp 431 juta serta sistem pengendalian internal, 
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terutama mengenai adminstrasi dan masalah aset, juga masih sangat lemah" 

(www. Haluan Padang. Com.di akses 2/12/2011). 

Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah menilai kinerja sejumlah 

pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola administrasi keuangan dan 

anggaran masih belum memuaskan dan transparan. Kinerja sebagian besar 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan masih belum memuaskan, hal 

ini dilihat dari ikhtisar hasil pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2011. Bahkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah provinsi berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) juga semakin menurun. Selain menyoroti masalah kinerja pengelolaan 

keuangan yang dinilai kurang transparan, Emma juga mengkritisi masalah 

ketidaktertiban administrasi di sejumlah instansi pemerintah, (Metro, Headline 

Minangkabau News di akses 2/12/2011). 

 Namun, fenomena di atas menunjukkan bahwa lemahnya peran pengelola 

keuangan daerah dan auditor intern  menyebabkan kinerja pemerintah daerah 

tidak efisien dan efektif, ini ditandai dengan adanya kelemahan terhadap 

penyusunan laporan keuangan yaitu terjadinya kesalahan penganggaran atas 

belanja barang dan adanya penyajian nilai aset yang tidak wajar dan konsisten. 

Jadi, untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka 

diperlukan peningkatan peran pengelola keuangan daerah dan auditor intern di 

pemerintah daerah.  

Dalam penelitian Rohman (2007) di Pemda Kota, Kabupaten dan  

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa peran manajerial pengelola 
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keuangan daerah dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Dalam penelitian Herminingsih (2009) di Pemda 

kabupaten Demak menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan 

peran manajerial pengelola keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian Natalia (2010) di kabupaten 

Tegal, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional dan 

peran manajerial pengelola keuangan berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul “Pengaruh Peran Pengelola Keuangan Daerah 

dan Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris 

Pada DPKAD Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatra Barat)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Sejauhmana pengaruh peran pengelola keuangan daerah terhadap kinerja 

pemerintah daerah? 

2. Sejauhmana pengaruh  auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah? 

3. Sejauhmana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah 

daerah? 

4. Sejauhmana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja 

pemerintah da 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan di 

bahas yaitu sejauhmana pengaruh peran  pengelola keuangan daerah dan 

auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Sejauhmana pengaruh peran pengelola keuangan daerah  terhadap kinerja 

pemerintah daerah? 

2. Sejauhmana pengaruh  auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok di atas, maka secara 

spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh peran pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah 

daerah 

2. Pengaruh auditor intern  terhadap kinerja pemerintah daerah 

 

F. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat: 
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1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh 

peran  pengelola keuangan daerah dan auditor intern terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di Universitas Negeri Padang. 

3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam rangka mewujudkan 

kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Kinerja Pemerintah Daerah 

a. Defenisi Kinerja 

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan,  misi, visi organisasi yang tertuang 

dalam strategic planing suatu organisasi (Mahsun, 2006). Istilah 

kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat 

keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa 

diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut  mempunyai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini 

berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan 

atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat 

diketahui karena tidak ada tolak ukur. 

 Menurut Indra (2006), kinerja merupakan gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang 

ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (strategic planning) 

suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang 

dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. 

13 
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Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja 

adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

mewujudkan tujuan organisasi. Setidaknya ada empat elemen kinerja, 

yaitu (1) hasil kerja yang dicapai secara individual atau institusi, yang 

berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara 

sendiri-sendiri atau berkelompok; (2) dalam melaksanakan tugas, 

orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak 

sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Meskipun 

demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, yakni 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi hak dan 

wewenang tersebut; (3) pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, 

yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu 

saja harus mengikuti aturan yang ditetapkan; (4) pekerjaan tidaklah 

bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai 

dengan moral dan etika yang berlaku umum Lijan dalam Emil (2010) 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2005, satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. 

Sedangkan kinerja satuan kerja perangkat daerah merupakan pengukur 

keberhasilan organisasi dalam pencapaiaan tujuannya, dan untuk 

mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai. 

. 
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b. Penilaian dan Pengukuran Kinerja 

a. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya, untuk merangsang perilaku yang semestinya dan yang 

diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja. 

Penilaian kinerja menurut Sri (2009), yaitu penentuan secara 

periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, 

dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Mardiasmo (2009) untuk dapat mengukur kinerja 

pemerintah daerah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja 

sebagai dasar penilaian kinerja 

Manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001), yaitu 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan karyawan. 

4.  Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 
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b. Pengukuran Kinerja 

Dalam membahas kinerja suatu organisasi, tidak terlepas dari 

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang 

sangat penting, karena dengan adanya kinerja yang tinggi maka akan 

diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai atau akan 

diketahui seberapa jauh pelaksanaan tugas yang dapat dilaksanakan 

oleh organisasi, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah. 

Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja sektor publik 

dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran 

kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu  memperbaiki 

kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat 

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program 

unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan 

publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk 

pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, 

ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah: 

1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down 

dan bottom up). 
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2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara 

berimbang sehingga dapat di telusuri perkembangan pencapaian 

strategi. 

3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk pencapaian goal 

congruence. 

4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif yang rasional. 

Menurut Indra (2006), manfaat pengukuran kinerja sebagai berikut: 

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan 

untuk menilai kinerja manajemen. 

2) Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan 

tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 

4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman 

yang objektif atas kinerja yang telah disepakati. 

5) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 

upaya memperbaiki kinerja organisasi. 

6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 
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8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara 

objektif. 

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal 

maupun eksternal. Pihak internal (pemerintah daerah) dapat 

menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas 

pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja 

berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi atau memfokuskan 

perhatian pada bidang yang relevan untuk dilakukan tindakan 

perbaikan. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja 

sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka 

mengukur tingkat akuntabilitas publik. Indikator kinerja akan 

membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian 

program dan menidentifikasi masalah yang penting. 

Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan tolak ukur adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada 

setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur merupakan tolak ukur 

yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh unit kerja 

mampu melaksanakan tupoksinya. Tolak ukur kinerja ditetapkan 

dalam bentuk standar pelayanan yang ditentukan oleh masing-

masing daerah. Sedangkan capaian kinerja menurut Ahmad (2008) 

adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula 

dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, dan efektivitas 

pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 
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Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan 

tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur 

dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). 

Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil 

(outcome) dengan target yang ditetapkan (SAP, pag. 27). 

Pendekatan BSC memberikan kerangka kerja yang komprehensif 

untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam seperangkat ukuran 

yang menyeluruh yang menberi kerangka kerja bagi pengukuran 

dalam sistem manajemen strategis atau ke dalam seperangkat ukuran 

kerja yang terpadu dan berorientasi pada pandangan strategis ke 

depan (Kaplan&Norton). Selain memberikan penekanan pada 

pencapaian tujuan keuangan, pendekatan BSC juga membuat faktor 

pendorong kinerja tercapainya tujua keuangan tersebut. Dalam hal 

ini kaplan dan norton (2000) juga memperkenalkan suatu model 

pengukuran kinerja yang baru yang disebut  BSC. Balance Score 

Card melengkapi ukuran kinerja keuangan dengan membutuhkan 

tiga perspektif yaitu: perspektif pelanggan, perspektif proses internal 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Menurut Gaspers (2000) Balance Score Card memberikan 

kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-

sasaran strategi dengan menggunakan empat perspektif 

yaitu:Perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 

internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. BSC 
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diperkenalkan untuk memecahkan masalah tentang keterbatasan 

manajemen yang mengukur finansial saja. Pengukuran finansial 

hanya melaporkan hasil (outcome), tetapi tidak menginformasikan 

faktor kinerja masa depan. Supaya sukses, sebuah organisasi harus 

membuat pengukuran non finansial, seperti hubungan dengan 

pelanggan, produk dan pelayanan yang inovatif, respon yang baik 

atau teknologi informasi dan database, kemampuan pegawai keahlian 

dan motivasi. Dengan demikian, BSC merupakan alat yang 

dibutuhkan oleh instansi untuk mengarahkan pada kesuksesan di 

masa mendatang. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BSC merupakan 

suatu keseimbangan (balanced) antara outcome yang diinginkan 

dengan faktor pendorong dari outcome tersebut. Disamping 

mengukur keseimbangan kinerja, BSC juga merupakan pengukuran 

kinerja yang inovatif, serta pengukuran kinerja yang menekankan 

kepada tujuan organisasi yang saling berhubungan antara tujuan 

primer dan sekunder (Gaspers:2002) 

1) Perspektif Keuangan 

  Balance Score Card menggunakan perspektif keuangan karena 

ukuran kinerja dan perspektif keuangan ini sangat penting dalam 

memberikan petunjuk apakah strategi, implementasi dan 

pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada 

peningkatan kinerja instansi pemerintah, (Kaplan&Norton, 
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2000). Pada organisasi pemerintahan, ukuran finansial 

merupakan seberapa jauh organisasi pemerintah mengukur 

keberhasilan mereka melalui kemampuan melakukan 

pengeluaran dalam sejumlah anggaran dalam mewujudkan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Fokus utama pemerintah bukan pada pencapaian finansial, 

tetapi berfokus kepada pemenuhan kebutuhan publik (dengan 

menggunakan cara-cara yang efisien). Sasaran utama perspektif 

keuangan diarahkan pada pencapaian efisiensi penggunaan 

anggaran, dengan tetap berada dalam kerangka pengembangan 

kualitas output dan layanan organisasi , serta pelayanan personal 

terhadap kebutuhan publik. 

2) Perspektif Pelanggan 

Dalam perspektif pelanggan BSC, para pemimpin instansi 

mengidentifikasi pelanggan dengan segmennya dimana unit 

instansi tersebut akan bersaing dan berbagi ukuran kinerja unit 

instansi didalam segmen sasaran. Perspektif ini biasanya terdiri 

atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik dari 

keberhasilan srtategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan 

baik. Ukuran utama tersebut antara lain terdiri dari kepuasan 

pelanggan, akusisi pelanggan baru, dan pangsa segmen sasaran. 

Dapat dikaitkan bahwa perspektif pelanggan disini adalah 

pemimpin instansi dari unit suatu instansi untuk 
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mengartikulasikan strategi yang berorientasi kepada pelanggan 

dan segmen sasaran yang akan memberi keuntungan masa depan 

yang lebih besar. Dengan demikian, organisasi pemerintah harus 

mengetahui pelayanan yang mereka berikan apakah sudah 

memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga warga negara dan 

pembayar pajak khususnya. Dalam hal ini pejabat pemerintah 

dalam memberikan layanan publik harus efektif dan efisien, 

sehingga masyarakat betul-betul merasakan kepuasan pelayanan 

itu, sehingga diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan 

masyarakat.  

3) Perspektif Proses Internal 

Dalam perspektif proses internal, para pimpinan instansi 

mengidentifikasi sebagai proses internal penting yang harus 

dikuasai dengan baik. Ukuran proses internal yang akan 

berdampak besar kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian 

tujuan keuangannya. Perspektif proses internal ini 

mengemukakan perbedaan ukuran kinerja yang mendasar antara 

pendekatan tradisional dengan pendekatan BSC. Dimana 

pendekatan tradisional berusaha memantau dan meningkatkan 

proses bisnis yang ada saat ini. Pendekatan ini memungkinkan 

untuk melampaui ukuran kinerja keuangan dalam hal 

pemanfaatan alat ukur yang mendasar kepada mutu dan waktu. 
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Tetapi semua ukuran ini masih berfokus kepada peningkatan 

proses internal saat ini, (Kaplan & Norton, 2000) 

Dengan demikian pemerintah sebagai publik servont dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat, harus mampu 

mengembangkan service quality. Para pimpinan birokrat yang 

mengelola organisasi pemerintah harus mengidentifikasi proses 

internal dan proses pembuatan keputusan. Ada beberapa upaya 

yang dapat dilakukan, dalam rangka pengembangan kualitas 

antara lain: 1) pengembangan studi komprehensif mengenai 

harapan dan kepuasaan masyarakat pada kinerja organisasi 

pemerintah, meningkatkan interaksi pemerintah dengan 

masyarakat memperbaiki kualitas komunikasi dan mengurangi 

birokrasi; 2) perbaikan kualitas jajaran pemimpin, mempertinggi 

komitmen SDM dan mendorong pengembangan motivasi, 

peningkatan standar jenis pekerjaan tertentu yang bersifat 

rutinitas dan penetapan tujuan yang ingin dicapai secara efektif; 

3) memperjelas bagian kinerja, meningkatkan kesesuaian antar 

SDM, teknologi dan jenis pekerjaan, serta pendelegasian 

wewenang yang lebih luas terutama untuk unit kerja yang 

langsung berintegrasi dengan masyarakat; 4) pengembangan 

kelancaran komunikasi antar unit kerja, baik yang duduk sebagai 

fungsi maupun sebagai fungsi pendukung dan pemberian 

layanan yang konsisten secara internal, serta memberikan 
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perhatian yang besar pada aspek-aspek vital dalam 

pengembangan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat. 

4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari BSC, 

mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun dalam 

menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja instansi 

jangka panjang. Perspektif pelanggan dan proses internal 

mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting untuk 

mencapai keberhasilan saat ini dan masa depan, (Kaplan & 

Norton, 2000). 

Dengan demikian, pengembangan yang perlu diperhatikan 

pemerintah dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini 

adalah kemampuan sumber daya manusia yang bekerja dalam 

organisasi pemerintah, kemampuan sistem informasi untuk 

pembuatan keputusan, peningkatan motivasi dan pemberdayaan 

pegawai (aparatur pemerintah) dan yang terutama sekali adalah 

adanya keterkaitan antara hal-hal tersebut di atas. 

 

2. Peran Pengelola Keuangan Daerah 

a. Defenisi pengelola keuangan  

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen, yang dimaksud 

dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, 

penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama 
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sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari 

pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan 

atau secara operasional. Apabila dirangkaikan dengan daerah maka 

pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan, penetapan, 

pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah Domai dalam (sari, 2009). Keuangan daerah dikelola 

melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah 

adalah”pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau 

kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

daerah tersebut. 

Menurut Halim (2006), pengelolaan keuangan daerah adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini 

keterangan dari pengertian pengelolaan keuangan daerah: 

a. Perencanaan keuangan daerah  

Menurut Ahmad (2004), perencanaan keuangan daerah terdiri 

atas: 

1) Proses penyusunan APBD 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan 

indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi 

acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah.  

Proses penyusunan APBD dimulai dengan menyiapkan 

rancangan APBD. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama 
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DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya 

berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut pemerintah 

daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Jika strategi dan 

prioritas APBD telah disusun dan dengan mempertimbangkan 

kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah 

menyiapkan rancangan APBD. 

2) Proses penetapan APBD 

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah 

penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah 

menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk 

mendapatkan persetujuan. Rancangan APBD yang disampaikan 

kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. 

Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka penerintah 

daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. 

Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut harus 

disampaikan kembali ke DPRD. Jika rancangan APBD sudah 

disempurnakan tersebut tidak disetujui lagi, maka pemerintah 

daerah dapat menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai 

pengurusan keuangan daerah. 

3) Perubahan APBD 

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui DPRD 

dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling 

lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka 
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waktu 3 bulan dimaksud dengan mempertimbangkan 

pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu. 

b. Pelaksanaan keuangan daerah 

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau 

menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi 

pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah 

orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab 

kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, 

dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan 

sesuai dengan kebutuhan daerah (Ahmad, 2004). 

Dalam pelaksanaan keuangan daerah, semua manfaat yang 

bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga, dan jasa dari 

penjualan, pengadaan barang atau jasa, penyimpanan uang daerah, dan 

penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan 

dianggarkan dalam APBD. Pendapatan daerah disetor sepenuhnya 

tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pelaporan keuangan daerah 

Menurut Halim (2007), pelaporan keuangan daerah dibuat dalam 

bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut 

setidak-tidaknya terdiri dari: 
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1) Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan 

realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. 

2) Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 

pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada satu tanggal 

tertentu. 

3) Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas 

masuk dan arus kas keluar selama satu periode, serta posisi kas 

pada tanggal pelaporan. 

4) Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan 

dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang 

penjelasan pos-pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang 

memadai. 

d. Pertanggungjawaban keuangan daerah 

Menurut Ahmad (2004), untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai: 

1) pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pokok-pokok pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan 

desentralisasi 

2) kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas 

keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi. 
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Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dinyatakan dalam 

satu bentuk laporan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 

terdiri atas: 

1) Laporan Perhitungan APBD 

2) Nota Perhitungan APBD 

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembayaran serta kinerja keuangan 

daerah, yang mencakup: 

a) kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang 

direncanakan dalam APBD tahun anggaran bersangkutan; 

b) kinerja pelayanan yang dicapai; 

c) bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai 

administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta 

belanja modal/pembangunan untuk aparatur daerah dan 

pelayanan publik; 

d) bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD 

termasuk sekretariat DPRD; 

e) posisi dana cadangan. 

3) Laporan aliran kas 

4) Neraca daerah 

e. Pengawasan keuangan daerah 

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala 

kegiatan yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan 
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dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk 

menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan, pembelanjaan 

pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, 

aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2007). Dari 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan 

bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari 

kesalahan. 

Tujuan utama pengawasan adalah untuk membandingkan antara 

yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam 

rangka pencapaian tujuan. Menurut Halim (2007), tujuan pengawasan 

keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah 

2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan daerah 

3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, 

efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Menurut Ahmad (2004), asas umum pengelolaan keuangan daerah 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 

kepatuhan dan kepatutan. 
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b. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun 

anggaran tertentu.  

c. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN. 

d. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 

desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan 

daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan 

pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan 

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

e. APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan 

peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah. 

f. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan 

pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan 

upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi 

biaya atau input yang ditetapkan. 

g. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung 

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang 

cukup. Ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan 

pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan 

sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan 

efisien pengeluarannya. 

h. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap 

sumber pendapatan,. 
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i. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

batasan tertinggi untuk setiap jenis belanja. 

j. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, 

k. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo 

awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih 

perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan 

APBD. 

l. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun 

pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. 

m. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka 

disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Anggaran pengeluaran 

tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. 

n. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah 

untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran 

tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. 

o. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan 

dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

p. Dana cadangan diikuti dengan kontribusi tahunan dari penerimaan 

APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan dana 

darurat. Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai 
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kebutuhan seperti rehabilitasi, prasarana, keindahan kota, atau 

pelaksanaan lingkungan hidup, sehingga rehabilitasi tersebut dapat 

dibebankan dalam beberapa tahun anggaran. 

3.  Auditor Intern 

a. Defenisi Auditor intern 

Menurut Indra (2007) Audit merupakan proses sistematis dan objektif 

untuk mengevaluasi bukti /fakta yang berkaitan dengan tindakan 

ekonomis, dengan maksud untuk mengetahui tingkat “kewajaran” tindakan 

dan peristiwa ekonomis tersebut dan membuat kriteria tentang kewajaran 

tadi, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. 

Menurut Sawyer (2005), audit internal adalah sebuah penilaian yang 

sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi 

dalam kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi, untuk menentukan 

apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat 

diandalkan; (2) resiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur 

internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria yang memuaskan telah 

dipenuhi; (5) sumberdaya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; (6) 

tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan 

tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu organisasi 

dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. 

 Auditor internal pada pemerintahan adalah inspektorat. Inspektorat 

daerah adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada bupati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat 

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang 

bbertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atau penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten.  

b. Fungsi Auditor Internal ( Inspektorat) 

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar 

Auditor Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari fungsi pengawasan 

(inspektorat) adalah membantu pemerintah daerah dan SKPD dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya. Fungsi pengawasan (inspektorat) 

adalah: 

1) Meriview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan 

pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif. 

2) Menentukan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian 

akuntansi dan operasional dilingkungan pemerintah daerah. 

3) Meriview keandalan dan integritas informasi keuangan, 

operasional, dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 

4) Meriview sistem yang dibangun untuk memastikan ketaatan pada 

berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan 
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regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta 

menentukan kepatuhannya, bila perlu memberikan saran 

kebijakan. 

5) Meriview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan 

kekayaan daerah tersebut. 

6) Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang 

digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja 

operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai 

atas permasalahan yang timbul. 

7) Meriview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang 

dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah 

kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

8) Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan 

tindakan perbaikandilakukan dengan cukup efektif. 

9) Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan 

(auditor) eksternal (BPK). 

 Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 58 tahun 2009, 

inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang 

dihasilkan oleh berbagai unit atau satuan kerja sebagai bagian yang 

integral dalam organisasi pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dengan 

menggunkan indikator sebagai berikut: 



36 

 

 

 

1. Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas 

laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan 

keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri 

atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. 

2. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat 

Dalam melakukan riview atas laporan keuangan, auditor intern 

(inspektorat) harus memahami secara garis besar sifat transaksi 

entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk cataytan akuntansi, 

bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk 

menyajikan laporan keuangan. Ruang lingkup riview adalah 

sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Hal ini 

diperlukan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka 

yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku, 

laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan 

kementrian negara atau lembaga yang bersangkutan. Sasaran riview 

adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan 

entitas plaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. 

 Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan riview 

menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan, dan 

penyimpangan dari SAP dan peraturan lainnya, aparat pengawas 

intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang diriview. 

Entitas wajib menindaklanjuti hasil riview dan segera melakukan 

koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil 



37 

 

 

 

koreksi kepada aparat pengawasan internal. Dalam hal entitas tidak 

melakukan koreksi seperti yang diminta oleh aparat pengawasan 

intern, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam periode 

terkait/kelalaian, maka aparat pengawas intern menerbitkan 

pernyataan Telah Diriview dan paragrap penjelas yang 

mengungkapkan mengenai penyimpangn dari SAP dan peraturan 

terkait lainnya. 

  Proses riview atas laporan keuangan menentukan apakah 

laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses 

riview ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang 

sesuai dengan SAP yang akan menggambarkan kinerja suatu 

instansi. Jadi dengan adanya riview laporan keuangan, suatu entitas 

dapat memperbaiki laporan keuangan demi menunjukkan kinerja 

yang lebih baik. 

Berikut ini adalah peran auditor internal menurut The Institut Of Internal 

Auditor tahun 2004: 

1) Tujuan kewenangan dan tanggungjawab 

Tujuan kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam karakter audit internal. Konsisten 

dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAU) dan mendapat 

persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi. 

2) Memilih Independensi dan objektivitas 
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a) Fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai  

terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi. 

b) Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak 

memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan 

c) Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik 

secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan 

kepada pihak yang berwenang 

3) Keahlian dan kecermatan fungsional 

a) Penanggungjawab fungsi audit internal harus I memperoleh saran 

dan asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi dari staf auditor internal tidak 

memadai untuk pelaksanaan sebahagian atau seluruh 

penugasannya 

b) Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai 

untuk dapat mengenali dan menguji adanya indikasi kecurangan. 

c) Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan 

tentang resiko dan pengendalian yang penting dalam bidang 

teknologi informasi dan teknik-teknik audit harus berbasis 

teknologi informasi yang tersedia. 

d) Audit internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan 

yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang hati-

hati dan kompeten 
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e) Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensinya melaui pengembangan 

professional yang berkelanjutan 

4. Program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal 

a) Harus ada penilaian internal oleh fungsi audit internal secara 

berkasinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi audit internal 

b) Adanya penilaian berkala yang dilakukan oleh pihak lain dari 

dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang standar dan 

praktek audit internal 

c) Adanya penilaian eksternal yang sekurang-kurangnya sekali 

dalam dua tahun oleh pihak luar perusahaan yang independen dan 

kompeten 

d) Penanggungjawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil 

penilaian dari pihak eksternal kepada pimpinan dan dewan 

pengawas organisasi 

e) Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus 

memuat pernyataan bahwa aktivitasnya dilaksanakan sesuai 

dengan standar profesi audit internal. 

f) Auditor internal mengungkapkan kepada pimpinan dan dewan 

pengawas organisasi apabila terdapat ketidakpatuhan trerhadap 

standar profesi auditor internal dank ode etik yang mempengaruhi 

ruang lingkup dan aktivitas audit internal secara signifikan 

5. Pengelolaan fungsi audit internal 
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a) Rencana penugasan audit internal harus independen berdasarkan 

penilaian resiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali 

b) Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan 

rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumberdaya kepada 

pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat 

persetujuan 

c) Penanggungjawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa 

sumberdaya fungsi audit internal sesuai, memadai dan dapat 

digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang 

telah di uji 

d) Penanggungjawab fungsi audit internal harus menetapkan 

kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan 

kegiatan fungsi audit internal 

e) Penanggungjawab fungsi audit intrrnal harus menyampaikan 

laporan sercara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas. 

Perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, 

wewenang, tanggungjawab dan kinerja fungsi audit internal. 

6. Lingkup penugasan 

a) Penugasan audit internal harus membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko signifikan dan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan resiko 

dan system pengendalian intern 
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b) Fungsi audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas 

system pengendalian intern yang mencakup governance, kegiatan 

operasi dan system informasi organisasi 

c) Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauhmana sasaran 

dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan 

sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi 

d) Auditor internal harus mereview kegiatan operasi dan program 

untuk memastikan sampai sejauhmana hasil-hasil  yang diperoleh 

konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

e) Untuk mengevaluasi system pengendalian intern diperlukan criteria 

yang memadai 

f) Fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, 

implementasi dan efektifitas dari kegiatan, program dan sasaran 

organisasi yang berhubungan dengan etika. 

7. Pelaksanaan penugasan 

a) Auditor internal harus menetapkan sasaran untuk setiap penugasan 

b) Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus 

mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai 

c) Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program 

kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan 

8. Komunikasi hasil penugasan 

a) Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, 

handal, relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan 
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b) Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil 

penugasan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang 

tepat 

c) Auditor internal harus merekomendasikan informasi yang relevan 

untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan 

d) Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya 

kemampuan staff 

9. Pemantauan tindak lanjut 

a) Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, 

simpulan, rekomendasi dan rencana tindakannya 

b) Komunikasi akhir hasil penugasan bila memungkinkan memuat 

opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal 

c) Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi dalam 

komunikasi hasil penugasan terhadap kinerja yang memuaskan dan 

kegiatan yang direview 

d) Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar 

organisasi, maka pihak berwenang harus menetapkan pembatasan 

dalam distribusi dan penggunaannya 

e) Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus 

akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat 

waktu 

f) Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar 
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g) Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan 

hasil penugasan kepada pihak yang berhak 

10. Resolusi penerimaan resiko dan manajemen 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

system untuk memantau tindak lanjut hasil penugasandan telah 

dikomunikasikan kepada manajemen. Apabila manajemen senior telah 

memutuskan untuk menanggung resiko yang tersisa (residual) yang 

sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi penanggungjawab 

fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan 

manajemen senior. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Herminingsih (2009) menguji tentang pengaruh partisipasi 

dalam anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap 

kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini adalah 

partisipasi dalam anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daearah 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila 

pengelola keuangan daerah berperan aktif dalam mengelola keuangan daerah 

yaitu dengan cara mengelola dan mengalokasikan dana publik dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang serta 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dari hal tersebut 

kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan meningkat.  
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Dalam penelitian Natalia (2010) di kabupaten Tegal, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komitmen organisasional dan peran manajerial 

pengelola keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Penelitian Rohman (2007) meneliti tentang pengaruh peran manajerial 

pengelola keuangan daerah dan fungsi pemeriksan intern terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemda Kota, Kabupaten, dan 

Provinsi di Jawa Tengah. Dari hasi penelitian tersebut terbukti bahwa peran 

manajerial pengelola keuangan daerah dan pemeriksaan intern berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Hubungan Peran Pengelola Keuangan Daerah dengan kinerja 

Pemerintah Daerah 

 

Menurut Herminingsih (2009), kinerja pemerintah daerah dapat 

ditingkatkan  sesuai dengan value for money (economy, efficiency, 

effective) apabila manajerial pengelola keuangan mampu 

mengorganisasikan dan mengelola sumber-sumber daya atau kekayaan 

yang terdapat pada suatu daerah. Kemampuan suatu daerah dalam 

mencapai suatu tujuan disebut kinerja pemerintah daerah. Apabila 

pemerintah daerah secara terus-menerus mengelola dana publik sesuai 

dengan undang-undang dan aturan yang dikeluarkan, maka kinerja 

pemerintah daerah juga akan meningkat. 

Menurut Mardiasmo  (2002) untuk mewujudkan kinerja pemerintah 

daerah yang sesuai dengan value for money (economy, efficiency, effective) 
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, perlu peningkatan peran manajerial pimpinan daerah khususnya 

pengelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah. 

Dalam penelitian Natalia (2010) di kabupaten Tegal, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komitmen organisasional dan peran manajerial 

pengelola keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang 

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan 

aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat 

prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara 

rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan adanya upaya 

tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan 

mampu mengambil inisiatif dan perbaikan dan pemutakhiran sistem dan 

prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus, 

dengan tujuan memaksimalkan kinerja agar tercapai kehidupan 

bermasyarakat yang sejahtera. Jadi dapat disimpulkan semakin baik 

pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik kinerja suatu instansi. 

2. Hubungan Auditor Intern dengan Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut Generally Accepted Government Auditing Standards 

(GAGAS) dalam Guy (2003) bahwa pemeriksaan atas anggaran dan 

operasi pemerintah dimaksudkan untuk menguji apakah pengelola 

keuangan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan 
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kebijakan yang telah ditetapkan. Auditor intern dimaksudkan untuk 

membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai 

kinerja yang efektif (Sawyer’s, 2003).Pengawasan (inspektorat) 

merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja yang telah ditetapkan 

(Yoza, 2010) 

Auditor intern (inspektorat) melakukan pengawasan terhadap seluruh 

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten 

atau kota yang di danai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD). Tujuan utama dari auditor intern tidak hanya melakukan tindakan 

verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang 

diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik guna meningkatkan 

kinerja pemda. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kinerja pemerintah daerah akan meningkat apabila  pengelola keuangan 

daerah berperan aktif dalam mengelola sumber-sumber daya atau keuangan 

yang ada di daerah tersebut.  Begitu pula dengan auditor intern, apabila 

auditor intern melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi pihak-pihak yang 

terkait pada suatu instansi maka instansi itu akan bekerja pada prosedur yang 

telah ditetapkan, maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat. 

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja 

pemerintah, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan. Untuk memperbaiki kinerja 
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pemerintah daerah, diperlukan peran  pengelola keuangan daerah, agar dana 

yang yang disediakan untuk berbagai kegiatan pemerintah dapat terlaksana 

dengan baik. Begitu juga dengan auditor intern (inspektorat), dengan adanya 

auditor intern yang bertugas sebagai pengawas internal dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, maka suatu instansi  akan melaksanakan 

tanggunggjawabnya dalam mencapai kinerja yang efektif. 

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka 

dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar: 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Peran Auditor 

Intern 

 

Kinerja Pemerintah 

Daerah 

 

Peran  Pengelola 

Keuangan Daerah 
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H1 : Peran pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan positif              

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

H2 :  Auditor intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

pemerintah daerah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh peran 

pengelola keuangan daerah dan auditor intern terhadap kinerja pemerintah 

daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah 

diajukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

2.  Auditor intern tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

B.  Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal 

mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

yang masih perlu direvisi peneliti selanjutnya antara lain: 

1. Dimana dalam penelitian ini peneliti tidak menjadikan seluruh manajer 

yang ada di DPKAD sebagai responden, sehingga peran pengelola 

keuangan daerah belum menggambarkan kinerja pemerintah daerah 

secara keseluruhan. 

2. Pilihan jawaban yang peneliti ajukan tidak mewakili semua aspirasi dari 

responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti 

menyarankan bahwa: 

89 
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1. Penelitian ini masih terbatas pada penerapan peran  pengelola 

keuangan daerah dan peran auditor intern terhadap kinerja pemerintah 

daerah, seharusnya pemerintah daerah mengkaji ulang kembali peran 

dari  pengelola keuangan daerah maupun peran auditor intern. Untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian 

untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat disertai dengan penelitian kualitatif 

dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian serta dilakukan 

perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner 

penelitian. 
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Padang, 13 Maret 2012 

Yth. Bapak/Ibu Responden 

        di tempat 

Dengan hormat, 

Sebelumnya saya mendoakan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan 

sehat dan selalu sukses dalam karirnya. Amin. 

Sehubungan dengan pengumpulan data untuk penyusunan skripsi S1 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, saya memohon kesediaan 

Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner 

(terlampir), untuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Peran Pengelola Keuangan 

Daerah dan Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. 

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya, 

karena hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Untuk itu, saya berharap 

Bapak/Ibu dapat membantu dalam memberikan jawaban demi kelancaran 

penelitian ini. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda cek list (√) pada 

kolom pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu 

mengenai pernyataan yang diberikan. 

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan 

Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

 

Pihak Penerima      Hormat Saya, 

  

 

(........................)         Etrawita 

          2008/00392 
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KUESIONER 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Mohon kesediaan Bapak/ibu mengisi daftar pertanyaan berikut: 

Nama    : 

Umur   :  ……. tahun 

Jenis Kelamin  :        Laki-laki  Perempuan 

Pendidikan terakhir :        SMA  D3 

S1  S2 

Lain-lain (……………..) 

Lama Bekerja  :  …… tahun 

Jabatan  :        Kepala Bidang Perencanaan 

           Kepala Bidang Penatausaha Keuangan         

                                            Kepala Bidang Aset   

                                            Kepala Bidang Pendapatan 

                                             Kepala Bidang Lainnya 

Daftar Pertanyaan 

Untuk menjawab pernyataan di bawah ini, mohon bapak/ibu untuk memberi tanda 

Check List (√) pada kolom dengan kriteria: 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu 

d) Tidak setuju 

e)  Sangat tidak setuju 
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1. KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

 A. Perspektif Keuangan 

  1. Dana yang tersedia selalu disesuaikan dengan 

setiap kebutuhan dalam pengeluaran 

     

2. Alokasi anggaran biaya operasional secara 

keseluruhan memadai 

     

3. Besarnya anggaran rutin dalam 

pembiayaan/pemberian pelayanan memadai 

     

4. Kelancaran tugas aparat ditunjang dengan alokasi 

dana perjalanan dinas yang memadai 

     

5. Ada system anggaran yang jelas untuk 

pelaksanaan kegiatan dengan kontan penggunaan 

secara ketat  

     

 B. B. Perspektif Proses Pelanggan 

6. Pegawai bersikap ramah dan sopan kepada 

masyarakat yang membutuhkan layanan 

     

7. Kantor mempunyai fasilitas ruangan dan saran 

yang memadai untuk kegiatan pelayanan 

     

8. Pelayanan yang diberikan selalu tepat pada 

waktunya 

     

9. Pegawai cepat dan tanggap dalam menyelesaikan 

setiap keluhan publik masyarakat 

     

10. Pemerintah daerah selalu transparan dalam 

memberikan dan menerima informasi 

     

 C. C. Perspektif Proses Internal 

11. Terjalin hubungan yang baik dengan staf      

12. Atasan bertindak cepat dan secara tegas 

memperbaiki dan mengarahkan cara kerja 

pegawainya 

     

13 Setiap pegawai mendapat informasi mengenai 

perubahan-perubahan yang terdapat dalam 

instansi/organisasi 

     

14. Pegawai dituntut lebih kreatif dan inovatif      

15. Terjalin atau adanya komunikasi yang baik sesama 

rekan kerja 

     

 D. D. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

16. Terbuka kesempatan yang luas untuk setiap 

pegawai dalam melanjutkan pendidikan formal 

     

17. Adanya kejelasan terhadap tanggung jawab dan 

wewenang setiap pegawai 

     

18. Setiap kesempatan untuk pelatihan diinformasikan      
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dengan jelas dan terbuka kepada pegawai 

19. Pegawai yang memiliki kualitas kerja yang baik 

atau tinggi diberikan penghargaan 

     

20. Terbuka kesempatan yang besar bagi setiap 

pegawai untuk dapat mengikuti diklat/pelatihan 

     

 

 

2. PERAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (X1) 

 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

  1. APBD disusun dengan pendekatan kinerja      

2. Pemerintah menyampaikan rancangan APBD 

kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan 

     

3. Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling 

lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu 

berakhir 

     

4. Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada 

waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

     

5. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD  

     

6. Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk 

laporan keuangan 

     

7. Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan 

sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima 

umum 

     

8. Setiap pejabat pengelola keuangan daerah 

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 

secara periodik 

     

9. Dilakukannya financial audit terhadap laporan 

keuangan daerah 

     

10. Dilakukannya value for money audit terhadap 

laporan keuangan daerah 

     

 

3. AUDITOR INTERN (X2) 

 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

  1. Tujuan kewenangan dan tanggungjawab fungsi 

audit internal dinyatakan secara formal dalam 

program audit intern 

     

2. Auditor intern memiliki akses komunikasi 

terhadap pimpinan dan dewan pengawas 
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organisasi 

3. Auditor intern memiliki sikap mental yang 

objektif dan tidak memihak berbagai kepentingan 

     

4. Auditor intern mendapat saran dan bimbingan dari 

pihak yang berkompeten 

     

5. Auditor intern menerapkan kecermatan dan 

keterampilan yang layak dilakukan oleh seoarang 

auditor internal yang hati-hati dan kompeten 

     

6. Auditor intern menyelenggarakan proses 

memonitoring dan efektivitas program jaminan 

dan peningkatan kualitas secara keseluruhan 

     

7. Penilaian dan fungsi audit internal melakukan 

penilaian yang berkesinambungan atas kegiatan 

dan kinerja fungsi audit internal 

     

8. Auditor intern melaporkan hasil penilaian dari 

pihak eksternal pada pimpinan dan dewan 

pengawas  

     

9. Auditor intern menyusun perencanaan yang 

berbasis resiko untuk menetapkan prioritas 

kegiatan audit internal konsisten dengan tujuan 

organisasi 

     

10. Rencana penugasan audit internal berdasarkan 

penilaian resiko yang dilakukan paling sedikit 

setahun sekali 

     

11. Auditor intern menetapkan kebijakan dan prosedur 

sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi 

audit intern 

     

12. Auditr intern membantu organisasi dengan 

mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko 

signifikan dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan pengelolaan resiko dan SPI 

     

13. Auditor intern menilai dan memberikan 

rekomendasi yang sesuai untuk peningkatan 

kinerja pemda 

     

14. Mempunyai ruang lingkup penugasan yang 

memadai 

     

15. Menentukan sumber daya yang sesuai untuk 

mencapai sasaran penugasan 

     

16. Mengidentifikasi informasi yang memadai, 

handal, relevan, dan berguna untuk mencapai 

sasaran penugasan 

     

17. Mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan 

pada analisis dan evaluasi yang tepat 

     

18. Komunikasi mencakup sasaran dan lingkup 

penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana 
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tindakannya 

19. Menyusun dan menjaga system untuk memantau 

tindak lanjut penugasan yang telah 

dikomunikasikan dengan pihak manajemen 

     

20. Apabila manajemen telah memutuskan untuk 

menanggung resiko residual yang sebenarnya 

tidak dapat diterima organisasi, penanggung 

jawaban fungsi audit internal mendiskusikannya 

dengan manajer 
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Uji Pendahuluan 
Realiability-Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 

 
 

 
 

 
 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,881 20

Cronbach's

Alpha N of Items

Item Statistics

4,4333 ,62606 30

4,0333 ,88992 30

4,3333 ,66089 30

4,4000 ,62146 30

4,4000 ,67466 30

4,2333 ,77385 30

4,3000 ,65126 30

4,0333 ,85029 30

4,0667 ,73968 30

3,9000 ,80301 30

4,3333 ,66089 30

4,4333 ,62606 30

4,3333 ,71116 30

4,4333 ,62606 30

4,2333 ,56832 30

4,2000 ,76112 30

4,2667 ,58329 30

4,2667 ,58329 30

4,5333 ,50742 30

4,5000 ,50855 30

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

81,2333 51,633 ,521 ,875

81,6333 49,826 ,485 ,877

81,3333 52,092 ,439 ,877

81,2667 52,892 ,380 ,879

81,2667 52,685 ,365 ,880

81,4333 50,530 ,508 ,875

81,3667 50,447 ,631 ,871

81,6333 49,137 ,575 ,873

81,6000 50,317 ,557 ,874

81,7667 51,289 ,416 ,879

81,3333 51,264 ,530 ,875

81,2333 50,668 ,634 ,872

81,3333 50,230 ,593 ,872

81,2333 50,806 ,618 ,872

81,4333 52,668 ,451 ,877

81,4667 52,533 ,326 ,882

81,4000 52,800 ,421 ,878

81,4000 52,800 ,421 ,878

81,1333 52,464 ,543 ,875

81,1667 52,971 ,470 ,877

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

85,6667 56,713 7,53078 20

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Realibility-Peran Pengelola Keuangan Daerah (X1) 

 
 

 
 

 
 

 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,884 10

Cronbach's

Alpha N of Items

Item Statistics

4,4667 ,57135 30

4,4667 ,50742 30

4,5000 ,50855 30

4,3000 ,65126 30

4,3667 ,61495 30

4,3000 ,59596 30

4,4333 ,50401 30

4,4000 ,49827 30

4,3667 ,55605 30

4,4667 ,62881 30

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Mean Std. Deviation N

Item-Total Statistics

39,6000 12,593 ,690 ,868

39,6000 13,145 ,630 ,873

39,5667 12,944 ,688 ,869

39,7667 12,116 ,701 ,867

39,7000 13,183 ,483 ,884

39,7667 12,806 ,600 ,874

39,6333 12,999 ,679 ,869

39,6667 13,057 ,670 ,870

39,7000 13,045 ,589 ,875

39,6000 13,076 ,494 ,883

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted
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Scale Statistics

44,0667 15,720 3,96479 10

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Realibility- Auditor Intern 

 
 

 
 

 
 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,880 20

Cronbach's

Alpha N of Items

Item Statistics

4,4667 ,62881 30

4,3667 ,66868 30

4,3333 ,71116 30

4,4333 ,56832 30

4,4000 ,67466 30

4,2333 ,81720 30

4,2333 ,67891 30

4,0333 ,85029 30

4,1667 ,74664 30

4,2333 ,72793 30

4,3000 ,59596 30

4,3000 ,83666 30

4,3333 ,71116 30

4,4667 ,62881 30

4,2333 ,56832 30

4,2667 ,52083 30

4,3000 ,53498 30

4,2667 ,58329 30

4,5000 ,57235 30

4,5333 ,50742 30

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

81,9333 48,202 ,600 ,871

82,0333 48,999 ,469 ,875

82,0667 47,582 ,586 ,871

81,9667 50,447 ,380 ,878

82,0000 49,310 ,429 ,876

82,1667 46,902 ,560 ,872

82,1667 47,454 ,633 ,869

82,3667 46,033 ,613 ,870

82,2333 48,323 ,477 ,875

82,1667 48,902 ,432 ,876

82,1000 49,610 ,461 ,875

82,1000 47,541 ,485 ,875

82,0667 49,168 ,417 ,877

81,9333 47,513 ,684 ,868

82,1667 49,730 ,472 ,875

82,1333 50,326 ,438 ,876

82,1000 50,645 ,381 ,878

82,1333 50,257 ,391 ,877

81,9000 50,576 ,360 ,878

81,8667 50,326 ,452 ,876

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

86,4000 53,834 7,33720 20

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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TABULASI ANGKET PENELITIAN 

KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Y) 

Resp 

Item Pertanyaan 

KPD 
 1 

KPD 
 2 

KPD 
3 

KPD 
4 

KPD 
5 

KPD 
6 

KPD 
7 

KPD 
8 

KPD 
9 

KPD 
10 

KPD 
11 

KPD 
12 

KPD 
13 

KPD 
14 

KPD 
15 

KPD 
16 

KPD 
17 

KPD 
18 

KPD 
19 

KPD 
20 ∑ 

1 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 94 

2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 69 

3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 92 

4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 87 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 84 

6 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 74 

7 5 5 5 4 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 92 

8 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 96 

9 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 75 

10 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96 

11 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 95 

12 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 88 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 83 

14 4 2 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 83 

15 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 87 

16 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 93 

17 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 80 

18 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 73 

19 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 78 

20 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 87 

21 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 

22 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 79 

23 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 86 

24 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 93 

25 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 92 

26 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 87 

27 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 79 

28 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 83 

29 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 82 

30 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 86 
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TABULASI ANGKET PENELITIAN 

PERAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (X1)  
 

Resp 

Item Pertanyaan 

 PPKD 
1 

PPKD  
2 

PPKD  
3 

PPKD  
4 

PPKD  
5 

PPKD  
6 

PPKD 
 7 

PPKD  
8 

PPKD  
9 

PPKD  
10 ∑ 

1 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 42 

2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38 

3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 47 

4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 

7 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 47 

8 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 

9 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 

10 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 45 

11 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

15 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 

16 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 47 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

18 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 45 

19 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 

20 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 

21 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 46 

22 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 37 

23 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 45 

24 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 47 

25 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

27 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 45 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
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TABULASI ANGKET PENELITIAN 

 AUDITOR INTERN(X2) 

Resp 

Item Pertanyaan 

AI 
1 

AI  
2 

AI  
3 

AI  
4 

AI  
5 

AI  
6 

AI  
7 

AI  
8 

AI  
9 

AI  
10 

AI  
11 

AI  
12 

AI  
13 

AI  
14 

AI  
15 

AI  
16 

AI  
17 

AI  
18 

AI  
19 

AI  
20 ∑ 

1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 94 

2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 69 

3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 93 

4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 89 

5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 85 

6 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 76 

7 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 94 

8 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 95 

9 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 81 

10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 

11 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 92 

12 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 90 

13 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 85 

14 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 88 

15 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 89 

16 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 82 

17 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 82 

18 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 73 

19 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 2 5 4 4 4 5 5 5 5 76 

20 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 90 

21 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 

22 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 79 

23 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 88 

24 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 94 

25 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 91 

26 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 89 

27 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 

28 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 82 

29 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 88 

30 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 4 5 5 85 
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TABULASI HASIL PENELITIAN 

KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Y) 

Resp 

item pertanyaan 

∑ 
KPD 

1 
KPD 

2 
KPD 

3 
KPD 

4 
KPD 

5 
KPD 

6 
KPD 

7 
KPD 

8 
KPD 

9 
KPD 
10 

KPD 
11 

KPD 
12 

KPD 
13 

KPD 
14 

KPD 
15 

KPD 
16 

KPD 
17 

KPD 
18 

KPD 
19 

KPD 
20 

1 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 4 86 

2 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 84 

3 5 5 5 5 5 4 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 72 

4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 85 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 91 

6 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

7 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 91 

8 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 77 

9 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 94 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 98 

11 4 4 2 4 4 5 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 63 

12 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 94 

13 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 81 

14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 79 

16 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 2 5 4 5 5 4 5 4 83 

17 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 91 

18 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 93 

19 2 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 66 

20 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 74 

21 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 86 

22 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 89 

23 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 90 

24 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 83 

25 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 88 

26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 

27 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 84 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 81 

29 2 2 2 4 4 5 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 

30 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 80 

31 2 2 2 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 72 

32 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 81 

33 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 

34 4 2 2 4 4 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 79 

35 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 3 3 84 

36 4 2 2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 81 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 98 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 77 

39 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 84 

40 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 89 

41 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 93 

42 2 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 80 

43 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 84 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

45 4 2 2 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 86 

46 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 83 

47 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 93 

48 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 90 

49 5 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 2 2 65 

50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 96 

51 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 78 

52 4 4 5 2 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 90 

53 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 87 

54 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 82 

55 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 4 4 5 5 85 

56 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 3 4 4 81 

 
224 222 219 226 248 257 230 228 233 237 252 245 221 246 248 232 242 228 235 226 
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TABULASI HASIL PENELITIAN 

PERAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (X1) 

Resp 

Item Pertanyaan 

PPKD  1 PPKD  2 
PPKD 

 3 PPKD  4 
PPKD 

 5 
PPKD 

 6 
PPKD  

7 
PPKD 

 8 
PPKD 

 9 PPKD 10 ∑ 

1 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 46 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 39 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 

11 4 4 2 5 4 5 5 5 4 3 41 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

13 2 4 2 5 2 4 4 5 5 4 37 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

15 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48 

16 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 

17 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 43 

18 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 45 

19 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 45 

20 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 38 

21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 

22 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 39 

23 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 40 

24 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 

25 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

26 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 44 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

28 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 

29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 

30 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48 

31 5 5 3 3 5 5 4 5 5 3 43 

32 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 43 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

34 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 37 

35 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 

36 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 43 

37 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 

38 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 

39 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 44 

40 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 

41 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 48 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

43 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

45 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 34 

46 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 41 

47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

48 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 47 

49 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 34 

50 5 5 4 5 5 4 2 4 4 4 42 

51 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 46 

52 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 45 

53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

54 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 45 

55 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 42 

56 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 45 

 
237 251 231 244 248 254 250 253 250 236 
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TABULASI HASIL PENELITIAN 

AUDITOR INTERN (X2) 

Resp 

Item Pertanyaan 

AI  
1 

AI  
2 

AI  
3 

AI  
4 

AI  
5 

AI  
6 

AI  
7 

AI  
8 

AI  
9 

AI  
10 

AI  
11 

AI  
12 

AI  
13 

AI  
14 

AI  
15 

AI  
16 

AI  
17 

AI 
18 

AI 
19 

AI 
20 ∑ 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 77 

2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 

3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 

4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 84 

5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 81 

6 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 88 

7 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 82 

8 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 84 

9 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 83 

10 5 4 5 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 82 

11 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 86 

12 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 83 

13 4 4 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 83 

14 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 77 

15 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 76 

16 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 87 

17 4 2 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 78 

18 4 4 5 2 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 81 

20 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 2 5 5 4 4 4 4 4 3 5 84 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 

23 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 78 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 84 

26 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

28 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 

29 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 

30 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 87 

31 3 1 5 3 2 2 4 5 3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 1 73 

32 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 85 

33 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 75 

34 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 81 

35 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 88 

36 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 81 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

38 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 91 

39 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 71 

40 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 81 

41 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 85 

42 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 88 

43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

44 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

45 5 4 1 4 1 4 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 5 5 66 

46 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 83 

47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 

48 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 84 

49 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 60 

50 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 85 

51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 81 

52 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 83 

53 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 84 

54 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 79 

55 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 5 4 3 4 4 70 

56 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 87 

 
237 206 243 225 238 230 232 229 223 226 218 224 228 226 229 236 231 231 239 231 
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Tabel Distribusi Frekuensi Skor variabel Kinerja Pemerintah Daerah 

              No SS S RR TS STS Re TCR 

Kategori 
 Item Fi % Fi % Fi % Fi % F

i 

% rata (%) 

1 14 25 34 60,7143 2 3,57143 6 10,7143 0 0 4 80 Baik 

2 12 21,4286 37 66,0714 0 0 7 12,5 0 0 3,96429 79,2857 Baik 

3 12 21,4286 35 62,5 1 1,78571 8 14,2857 0 0 3,91071 78,2143 Baik 

4 15 26,7857 33 58,9286 3 5,35714 5 8,92857 0 0 4,03571 80,7143 Baik 

5 24 42,8571 32 57,1429 0 0 0 0 0 0 4,42857 88,5714 Baik 

6 35 62,5 19 33,9286 2 3,57143 0 0 0 0 4,58929 91,7857 Baik 

7 22 39,2857 24 42,8571 4 7,14286 6 10,7143 0 0 4,10714 82,1429 Baik 

8 13 23,2143 36 64,2857 5 8,92857 2 3,57143 0 0 4,07143 81,4286 Baik 

9 17 30,3571 32 57,1429 6 10,7143 1 1,78571 0 0 4,16071 83,2143 Baik 

10 17 30,3571 36 64,2857 2 3,57143 1 1,78571 0 0 4,23214 84,6429 Baik 

11 29 51,7857 26 46,4286 0 0 1 1,78571 0 0 4,48214 89,6429 Baik 

12 24 42,8571 29 51,7857 3 5,35714 0 0 0 0 4,375 87,5 Baik 

13 12 21,4286 34 60,7143 5 8,92857 5 8,92857 0 0 3,94643 78,9286 Baik 

14 25 44,6429 29 51,7857 1 1,78571 1 1,78571 0 0 4,39286 87,8571 Baik 

15 26 46,4286 28 50 2 3,57143 0 0 0 0 4,42857 88,5714 Baik 

16 18 32,1429 30 53,5714 6 10,7143 2 3,57143 0 0 4,14286 82,8571 Baik 

17 23 41,0714 28 50 5 8,92857 0 0 0 0 4,32143 86,4286 Baik 

18 12 21,4286 38 67,8571 4 7,14286 2 3,57143 0 0 4,07143 81,4286 Baik 

19 20 35,7143 29 51,7857 5 8,92857 2 3,57143 0 0 4,19643 83,9286 Baik 

20 16 28,5714 29 51,7857 8 14,2857 3 5,35714 0 0 4,03571 80,7143 Baik 

Rerata 19,3 34,4643 30,9 55,1786 3,2 5,71429 2,6 4,64286 0 0 4,19464 83,8929 Baik 
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Tabel Distribusi Frekuensi Skor variabel Auditor Intern 

              No SS S RR TS STS Re TCR 

Kategori 
Item  Fi  %  Fi  %  Fi  %  Fi  %  Fi  %  rata (%) 

1 16 28,5714 37 66,0714 3 5,35714 0 0 0 0 4,23214 84,6429 Baik 

2 9 16,0714 29 51,7857 10 17,8571 7 12,5 1 1,78571 3,67857 73,5714 Baik 

3 23 41,0714 31 55,3571 1 1,78571 0 0 1 1,78571 4,33929 86,7857 Baik 

4 10 17,8571 39 69,6429 5 8,92857 2 3,57143 0 0 4,01786 80,3571 Baik 

5 20 35,7143 33 58,9286 1 1,78571 1 1,78571 1 1,78571 4,25 85 Baik 

6 15 26,7857 33 58,9286 7 12,5 1 1,78571 0 0 4,10714 82,1429 Baik 

7 12 21,4286 40 71,4286 4 7,14286 0 0 0 0 4,14286 82,8571 Baik 

8 12 21,4286 38 67,8571 5 8,92857 1 1,78571 0 0 4,08929 81,7857 Baik 

9 8 14,2857 40 71,4286 7 12,5 1 1,78571 0 0 3,98214 79,6429 Baik 

10 10 17,8571 39 69,6429 6 10,7143 1 1,78571 0 0 4,03571 80,7143 Baik 

11 8 14,2857 38 67,8571 6 10,7143 4 7,14286 0 0 3,89286 77,8571 Baik 

12 11 19,6429 36 64,2857 7 12,5 2 3,57143 0 0 4 80 Baik 

13 9 16,0714 43 76,7857 3 5,35714 1 1,78571 0 0 4,07143 81,4286 Baik 

14 9 16,0714 42 75 4 7,14286 0 0 1 1,78571 4,03571 80,7143 Baik 

15 12 21,4286 38 67,8571 5 8,92857 0 0 1 1,78571 4,07143 81,4286 Baik 

16 17 30,3571 36 64,2857 2 3,57143 0 0 1 1,78571 4,21429 84,2857 Baik 

17 16 28,5714 34 60,7143 4 7,14286 1 1,78571 1 1,78571 4,125 82,5 Baik 

18 15 26,7857 35 62,5 5 8,92857 0 0 1 1,78571 4,125 82,5 Baik 

19 17 30,3571 36 64,2857 3 5,35714 0 0 0 0 4,25 85 Baik 

20 13 23,2143 39 69,6429 3 5,35714 0 0 1 1,78571 4,125 82,5 Baik 

Rerata 13,1 23,3929 36,8 65,7143 4,55 8,125 1,1 1,96429 0,45 0,80357 4,08929 81,7857 Baik 
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Regression-Uji Determinasi 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

Model Summaryb

,470a ,221 ,191 7,19864

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

40,474 12,414 3,260 ,002

,694 ,253 ,386 2,737 ,008

,159 ,165 ,136 ,963 ,340

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

Residuals Statisticsa

73,6206 90,9339 83,9107 3,76122 56

-19,61906 12,84650 ,00000 7,06654 56

-2,736 1,867 ,000 1,000 56

-2,725 1,785 ,000 ,982 56

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 
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NPar Tests-Uji Normalitas 

 

 
 

 
Regression-Uji Multikolonearitas 
 

 
 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

56

,0000000

7,06654178

,086

,059

-,086

,647

,797

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

Model Summaryb

,470a ,221 ,191 7,19864

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Coefficientsa

40,474 12,414 3,260 ,002

,694 ,253 ,386 2,737 ,008 ,740 1,352

,159 ,165 ,136 ,963 ,340 ,740 1,352

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

ANOVAb

778,073 2 389,036 7,507 ,001a

2746,481 53 51,820

3524,554 55

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficient Correlationsa

1,000 -,510

-,510 1,000

,027 -,021

-,021 ,064

X2

X1

X2

X1

Correlations

Covariances

Model
1

X2 X1

Dependent Variable: Ya. 

Collinearity Diagnosticsa

2,992 1,000 ,00 ,00 ,00

,005 24,094 ,39 ,89 ,04

,003 30,262 ,61 ,10 ,96

Dimension

1

2

3

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) X1 X2

Variance Proportions

Dependent Variable: Ya. 

Residuals Statisticsa

73,6206 90,9339 83,9107 3,76122 56

-19,61906 12,84650 ,00000 7,06654 56

-2,736 1,867 ,000 1,000 56

-2,725 1,785 ,000 ,982 56

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 
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Regression-Uji Heteroskedastisitas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Absutb. 

Model Summary

,024a ,001 -,037 4,17650

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

ANOVAb

,543 2 ,271 ,016 ,985a

924,486 53 17,443

925,029 55

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Absutb. 

Coefficientsa

5,827 7,202 ,809 ,422

-,025 ,147 -,027 -,171 ,865

,012 ,096 ,020 ,125 ,901

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Absuta. 
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Descriptive Statistics

56 63,00 100,00 83,9107 8,00517

56 34,00 50,00 43,8214 4,45220

56 60,00 100,00 81,8214 6,82271

56

Y

X1

X2

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation



119 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 


